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ABSTRAK

Amal Fathullah, NIM 190311020066, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun
2006 Tentang Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di
Kalimantan Selatan. Disertasi. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan,
MH; Pembimbing IlI: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Disertasi, Program
Studi S3 IImu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Peraturan Bersama Dua Menteri, Forum
Kerukunan Umat Beragama, Izin Pendirian Rumah Ibadah

Kalimantan Selatan, walaupun dikenal sebagai provinsi mayoritas
penduduk beragama Islam beretnis Suku Banjar dan, dihuni oleh beragam agama.
Dalam situasi seperti ini, potensi pergesekan antar komunitas dan golongan yang
berbeda selalu ada, di antaranya izin pendirian rumah ibadah. Kementerian Agama
dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri
(PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan
Pendirian Rumah Ibadah. Akan tetapi konflik masih tidak bisa dihindarkan pada
tahun-tahun berikutnya, dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain perlunya
persetujuan pendirian rumah ibadah dari lingkungan sekitar, rumitnya persyaratan
administratif dan lain-lain. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan izin pendirian
rumah ibadah di Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor
pendukung dan penghambat implementasi PBM tersebut. Pada akhirnya, penelitian
ini ditujukan untuk menemukan formulasi solusi hukum agar pelaksanaan PBM
tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan paparan data
yang bersifat kualitatif untuk menganalisis efektivitas hukum, dengan teknis
pengambilan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, kepada pengurus
FKUB provinsi dan kabupaten, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan akademisi serta aparat, di mana kasus-kasus terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas pelaksanaan Peraturan
Bersama Menteri PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang penyelesaian
perselisihan izin pendirian rumah ibadah di Kalimantan Selatan belum efektif.
Adapun faktor pendukung implementasi pelaksanaan PBM Nomor 9 dan nomor 8
tahun 2006, terbentuknya pengurus FKUB se Kalimantan Selatan didukung
bantuan operasional APBD dan APBN Pemerintah Provinsi maupun Kementerian
Agama. Sedangkan faktor penghambat, di antaranya sosialisasi PBM belum
maksimal, belum menyentuh substansi permasalahan hukum di masyarakat, bahkan
tidak tepat sasaran. Sosial budaya masyarakat setempat belum siap, status hukum
PBM tidak memuat sanksi hukum. Selain itu PBM tidak termasuk dalam hierarki
hukum dalam tata urutan perundang-undangan, sehingga kemudian regulasi
berdampak terhadap adanya UU HAM dan UU Omnibus Law yang menghapus



istilah IMB yang termuat dalam PBM, serta belum adanya Perda FKUB di
Kalimantan Selatan. Solusi hukum terhadap pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8
tahun 2006 perlu kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden.
Pemerintah daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) diharapkan dapat
mengakomodir penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah ibadah, khususnya
pada PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 pada Bab IV Pasal 14, tentang
persyaratan administrasi yaitu 60 dukungan masyarakat dan 90 pengguna serta
persyaratan teknis bangunan gedung pendirian rumah ibadah. Pemerintah
memfasilitasi mencarikan tempat lain yang memenuhi syarat apabila tidak
mencapai kesepakatan. Selain itu panitia pembangunan rumah ibadah dapat
mengajukan permohonan untuk izin sementara rumah Ibadah selama 2 tahun sesuai
pada Bab V Pasal 18. Bila hal ini tidak didapatkan, maka panitia bisa mengajukan
permohonan ke pengadilan setempat untuk minta keputusan yang tetap dalam
hukum hal ini sesuai Bab VI pada PBM tersebut.
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ABSTRACT

Amal Fathullah, NIM 190311020066, Effectiveness of Implementation of Joint
Regulation of the Minister of Religion and Minister of Home Affairs Number
9 and 8 of 2006 Concerning Settlement of Disputes Regarding Permits for
Establishing Houses of Worship in South Kalimantan. Dissertation. Advisor
I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH; Advisor Il: Prof. Dr. H. Jalaluddin,
M.Hum. Dissertation, Doctoral Program in Sharia Science, Postgraduate
Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Keywords: Effectiveness of Law, Joint Regulation of Two Ministers, Forum for
Interfaith Harmony, Permit for the Establishment of Houses of Worship

South Kalimantan, although known as a province with a majority of its population
being of the Banjar ethnic group and Islamic, is actually inhabited by a variety of religions,
ethnicities, and cultures. In such situations, the potential for friction between different
communities and groups is always present, including the permits for the establishment of
places of worship. The Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Home Affairs
have issued Joint Ministerial Regulations (PBM) Number 9 and Number 8 of 2006
regarding Guidelines for the Implementation of the Duties of Regional Heads/Deputy
Regional Heads in Maintaining Interfaith Harmony, Empowering the Forum for Interfaith
Harmony (FKUB), and Establishing Places of Worship. However, conflicts could still not
be avoided in subsequent years, due to several factors, including the need for approval for
the establishment of places of worship from the surrounding environment, the complexity
of administrative requirements, and others.

This research is an empirical study aimed at understanding the implementation of
dispute resolution regarding the establishment of places of worship in South Kalimantan.
The research seeks to identify the supporting and hindering factors in the implementation
of the Joint Ministerial Regulation (PBM). Ultimately, this study aims to find legal solution
formulations so that the implementation of PBM can proceed effectively. The methods used
include legal effectiveness, with data collection techniques through interviews,
observations, and document studies involving the management of provincial and district
FKUB, local government, the Ministry of Religion, community leaders, religious leaders,
academicians, and officials where the cases occur. The results of this study indicate that
the effectiveness of the Implementation of Joint Ministerial Regulation PBM Number 9
and 8 of 2006 on the Resolution of Disputes Over Permits for the Establishment of Places
of Worship in South Kalimantan has not been effective.

The supporting factors for the implementation of PBM Number 9 and Number 8
of 2006 include the formation of FKUB management throughout South Kalimantan
supported by operational assistance from the regional and national government budgets.
Meanwhile, the obstructing factors include that the socialization of PBM has not been
maximized, does not address the substance of legal issues in society, and is even
misdirected. The local socio-cultural community is not yet ready, the legal status of PBM
does not contain legal sanctions. In addition, PBM is not included in the hierarchy of law
in the order of legislation, which subsequently affects the existence of the Human Rights
Law and the Omnibus Law that eliminate the term IMB included in PBM, as well as the
absence of FKUB regional regulations in South Kalimantan. Legal solutions for the
implementation of PBM Numbers 9 and 8 of 2006 require central government policies such
as Presidential Regulations. Local governments, such as Regional Regulations (Perda), are
expected to accommodate the resolution of disputes over permits for the establishment of

vii



places of worship, particularly in PBM Numbers 9 and 8 of 2006 in Chapter 1V Article 14,
regarding administrative requirements, namely 60 community support and 90 users and
technical building requirements for the establishment of places of worship. The government
facilitates finding other locations that meet the requirements. Additionally, the building
committee for the place of worship can apply for a temporary permit for the place of
worship for 2 years in accordance with Chapter VV Article 18. If this is not obtained, the
committee can file a petition with the local court for a binding legal decision according to
Chapter VI of the PBM.

viii



&\A..\.“uam.«.ux

A ol 35 AS Jisall 4 ) s A 2 Addlad (190311020066 lUall 2 8 ;) e 7ié Jal
o 3l 5 L] sl Ly e 3 Ja (32006 alaI8 a8, Adala) 45559
S oyl g ¢ gaaal Zlall Sl ML) V) Gl (lELalS G gia
el Lladl sl ) day il gle 831 3Sal Al cpall Dla zladl ) 3l 3Esy)
2025 ¢pula yais dga sSall Ay (5 il
s elis ey ¥ ol aLigl) saiie dS jiidial) 4y ) o) AaiDU) oai pildl) ulelal) ;A aliial) cilalsl)
salued)

cOpalonal) 5 O jlaial) (e LS e fdalalia Lgd S (ga a2 1l o el sind) LiilailS Aadalia o)
O A cllia) Jhi ookl eda Jh by Adlise el el s ClE 1815l b LS

8 4859 o, PBM)) AS yiiall 4 51 5 sl AxSU Al 5550 8 ) 9 iaall 053800 5 35 o paual
OS5 (gl p gl e Jalial) 8 an) 55 o Aadaliall el ) plen il dpgan 5l (galiall (L8 22006 alad
8 Leind (e Y e ) 3l Gl elld pas salall )50 ely il s FKUB)) sl ol ol <y
iy bl 50 ey U8 ol aaiaal) 288 se ) Aalall gie (ol se 8o Can 40N ol gl
L pud 285 A0S A yra ) Chagn onoad G (e 3oke Gl I W e 5 4 )l Gkl
A gial) il 3 all A gl saiie 53 DA (e Baliadl g0 ey o 3880 gally Ailaiall e L)
Caal Canll 138 Canga g AxiDU) oda 2atil dacall g ddasiall Jal gall 48 jaa ) Woadl Caal) 138 Cangs LS
Aallady 4a5U) 22 245 Glasal 435 538 Jsla o) )

Sasmas bl ae COLEL A o adiat il 13 8 deadied) Gl aes 43 )k L
Cuad g Sy HST)) Gl sll glaisw s gl ol Jihie iy dabliall 8 ) bl s
JEEY) a3 Al 8L 3 piluall 5 L 51 OMA (e 48 pall 4385 aladiind ai celld ) ALYl cVsl)
Gl sall 5 BT 5 A gial) il g e i) oy Lty Adleiall (335 pend Clild) (558 &5 LS g
Adlide a8l 50 G Lel) dua il o5 Al 23

A shall sgadl 3 S an I Taadl il OIS all 2 gl st 50 o)f Canl 13 05 & jelil
¢ il g Adalu gl g ¢l gall g AS) 85 5 3N s DA (e Balaall 50 el pal J s e i) Jad
Al (e A8l A e A8 Ll g o slatl) Y ALY (Sl g abaiall 5 & xid) Jglaill
O AS il 2Dl 3 8 Lgtiga s o3 3 cilaatl) ol Gpmaiaall ciluadill o cdgiall ciluad )
acdll ali (S5 8 @l g Aaidl il Al gl saiie el Allad aae Jadii b o)l 350
O lxall 5 (pnsall (e el Aa0BU) 3w a5 el ) ALY maladl 50 ol Al Bac Ll



sl e ed) ol e A g 223 25D G LS Ml 0 gl Al e 5 Ay L lsie ) oy
22011 plad 12 68 o ) (8 M)

Jsall LiSay ¢l jall dadiaall 4y phai g s o) Aalladll 45 hai g ¢ 3l Balans 4 ks () g s )l S
A8 yidall Ao Jand Sl g cellal 3 gilal) Jad) 2 508 J sl Leda Sy o2ke T3 )5S 2all 1S5 )
A Cse el o Jsandl Cillay ao@ill Jie il alag) (5 5mall e cdlad IS5 <l )50 G
WJa A daa sl iy ol il i 1305 Al Al ) (siie (g Baclisey Aadaliall G S 5l Aipaall 4 S
Ao Jsenal) (3G 5 Alaal) (el daSaall ) allay w385 o 8alall 53 ol Zinll Sy



KATA PENGANTAR
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Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam. Shalawat serta
salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan
kepada manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Alhamdulillah disertasi ini dapat dirampungkan. Meski peneliti menyadari
dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan disertasi ini tidak terlepas dari
bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta
motivasi sehingga tugas mulia yang terasa berat dan waktu relatif panjang ini dapat
diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan penyelesaian disertasi ini. Khususnya, penulis
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam
Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan yang
sangat berharga kepada penulis untuk mempelajari ilmu pengetahuan di
Program Doktor llmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Banjarmasin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd selaku Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin telah banyak
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memberikan motivasi kepada penulis dalam studi hingga selesainya penulisan
disertasi ini.

Mujiburohman, M.A., Ph. D selaku Ketua Prodi (S3) IlImu Syariah memberikan

bimbingan, pengarahan, kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi
ini.

Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. pembimbing | disertasi yang telah
banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. yang telah
meluangkan waktu dan motivasi serta arahan keilmuan sangat berharga bagi
penulis. Sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan sebagaimana
mestinya.

Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. pembimbing Il disertasi yang telah
banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. banyak
meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dengan segenap ilmu
pengetahuan, motivasi penulis hingga dapat selesai penulisan disertasi ini.
Bapak Prof. Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M. Ag sebagai Penguji Eksternal yang
juga Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang penuh dedikasi
meluangkan waktunya untuk memberikan arahan.

Bapak Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc. MA, Sekretaris Program Studi (S3) Ilmu
Syariah, yang telah memberikan pencerahan, bantuan dan motivasi sehingga
penulisan disertasi ini bisa selesai.

Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) IImu Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pendidikan
keilmuan dan pengalaman berharga, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan

tersebut dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
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Bapak Dr. H. Hamdan, M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Antasari Banjarmasin yang ikut serta memberikan motivasi dalam
penyelesaian penulisan disertasi ini.

Pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan FKUB se Kalsel yang terkait
langsung atau tidak langsung dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
Kedua orang tua penulis, H. Abdullah (alm) ibunda Hj. Badariyah (alm)
sewaktu masih hidup yang selalu memberikan motivasi dan berdoa kepada
Allah SWT untuk terus belajar hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Isteri Dra. Hj. Pateriana, atas segala pengorbanan waktu dan tenaga dengan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik
0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Indonesia Nomor:

158/1987 dan

1 ‘ A 16 L Th
2 - B 17 L Zh
3 < T 18 ¢
4 & Ts 19 ¢ Gh
5 z J 20 o F
6 z H 21 3 Q
7 ¢ Kh 22 4 K
8 2 D 23 Jd L
9 3 Dz 24 - M
10 D 25 O N
11 J 26 K w
12 W S 27 ° H
13 o Sy 28 .
14 o= Sh 29 < %
15 Ua Dh

A. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal memiliki

ketentuan alih aksara sebagai berikut.
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ad-diwan.

dhar(rah.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
- A Fathah
. I Kasrah
: U Dhammah
Kata sandang: Contoh: (J&2V) al-rijal bukan ar-rijal, (o'3:3) al-diwan bukan

Syiddah: Misalnya, kata (305 =) tidak ditulis adh-dharCrah melainkan al-

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih akrasa sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
@- Al adani
- Au udanu

B. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad),

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

yang dalam bahasa Arab

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
G A a dengan topi di atas
- 1 i dengan topi di atas
5 U

u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /1/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf
gamariah. Contoh: al-rijal bukan ar-rijal, al-diwan bukan ad-diwan.
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D. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda — dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan
menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak
berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang
yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (52s<l)) tidak ditulis adh-

dharGrah melainkan al- dhar(ra, demikian seterusnya.

E. Ta Marbdthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbdthah terdapat pada kata
yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat
contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbdthah tersebut diikuti
oleh kata sifat (rna’f) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbdthah tersebut
diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/
(lihat contoh 3).

No. Kata Arab Alih Aksara
1 FERA Tharigah
2 ES TN [FEEN Al-Jami’ah al-Islamiyyah
3 a5l Baa g Wahdah al-Wujdd

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih
aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan
kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama
diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-

Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.
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Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan
dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau
cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring,
maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal
dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya
berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd

al-Samad al-Palimbani, Nuruddin al-Raniri, tidak NQr al-Din al-Raniri.

G. Cara Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi i), kata benda (ism), maupun huruf (harf)

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab Alih Aksara
LY Cad dzahaba al-ustadzu
DAY & tsabata al-ajru
43 faal 48 A al-harakah al-‘ashriyyah
N ERRE asyhadu an I ilaha illa Allah
liall ella BY 34 mawlana Malik al-Shalih
) K553 yu’tsirukum Allah
Al aUal) al-mazhahir al-‘agliyyah
& Syl &A hub al-istithla’
olsall e i gl s al-maddah ar!;;lglvsvt;rrl]u ah min al-
Gl Loyl tharf al-‘ayni
A Ll al-musahamah
&,k dll fa man salaka tharigan
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